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PELAJARAN berharga kasus yang

viral dalam sebulan terakhir secara ti-

dak langsung justru  membenarkan

nasehat agama tentang godaan dan

ujian di dunia berkaitan dengan harta,

kuasa dan asmara. Betapa tidak? 

Bergelimang harta tentu tidak ter-

lepas dari jabatan yang dimiliki.

Apapun bentuk jabatannya dan di-

manapun keberadaannya, siapa pun

pemangkunya. Jadi menjadi pegangan

untuk  dilakukan secara baik dan be-

nar karena pasti ada pertanggungjawa-

ban yang harus dilakukan.  Artinya, se-

mua jabatan tersebut perlu ada masa

akhirnya dan juga tuntutan terhadap

pertanggungjawabannya. Sehingga

pemberi Amanah mempercayainya.

Ironisnya, perjalanan waktu menjadi

bukti bahwa godaan dan ujian dunia

terkait harta, kuasa dan asmara tidak

semakin menyadarkan manusia untuk

introspeksi diri tapi justru sebaliknya

semakin membuai dan memabukkan.

Di dalam Islam, Allah SWT mengingat-

kan mengingatkan umatNya melalui

QS Ar Rahman dengan salah satu ayat-

nya yang diulang sampai 31 kali  peng-

ulangan yaitu fabiayyi ala irobbikuma

tukadziban yang artinya Maka nikmat

Tuhanmu yang manakah yang kamu

dustakan?.

Esensinya yaitu manusia yang selalu

merasa kurang dan kurang bersyukur

atas semua karunia dan nikmat yang

sudah diberikan Allah SWT. Padahal

Allah SWT  sudah menjanjikan dalam

Alquran yang artinya ”Dan ingatlah

saat Tuhanmu memaklumkan sesung-

guhnya jika kamu bersyukur niscaya

Aku akan menambah (nikmat) kepa-

damu tapi jika mengingkari (nikmat-

Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat”

(QS Ibrahim ayat 7).

Perilaku Buruk

Apa yang terjadi dan viral sebulan

terakhir tidak bisa terlepas dari perila-

ku kufur nikmat karena terlena dan

terbuai dengan gelimang harta sebagai

konsekuensi dari jabatannya. Imbas

dari itu semua adalah pelarian ter-

hadap perbuatan yang tidak terpuji

yaitu sikap dan perilaku perselingkuh-

an dan zina. Ironisnya, perselingkuhan

di era kekinian seperti dianggap. Kian

miris, perilaku buruk ini tidak hanya

dilakukan kalangan atas, the haves, pe-

jabat ataupun di perkotaan. Namun ju-

ga dilakukan rakyat jelata dan di

pedesaan.

Perselingkuhan dan zina ti-

dak hanya dilakukan kalangan

atas, the haves, pejabat tetapi

juga banyak diberitakan di-

lakukan kalangan jelata. Tidak

hanya di perkotaan, tapi juga

di pedesaan. Bahkan, dari  pen-

didik seperti dosen juga ada.

Fakta ini tentu memicu kepri-

hatinan  karena tidak saja men-

coreng nama baik kampusnya

tapi juga meninggalkan jejak

kepada keluarga dan akan

berdampak  terhadap kredibili-

tas bibit, bobot, bebet. Ironisnya.

Apa yang terjadi tidak jadi

pembelajaran tapi justru ikutan

melakukan kejahatan. 

Sikap Rasional

Harta, kuasa dan asmara

sampai akhir zaman  akan

menjadi godaan - ujian untuk

bisa menyadarkan manusia. Tidak ada

kata terlambat untuk sadar bahwa

syukur itu penting. Sehingga mampu

ereduksi dan meminimalisasi godaan

untuk tidak larut dalam daya tarik per-

selingkuhan yang di era kekinian se-

makin terbuka saja peluangnya.

Jadi, gelimang harta yang diperoleh

karena tahta dan jabatan yang diem-

ban bisa sangat berisiko terhadap go-

daan perempuan, asmara. Artinya, pi-

lihan untuk sikap rasional ada dua

yaitu : ‘nikmat manalagi yang kita dus-

takan’ atau ‘dusta manalagi yang kita

nikmati’. Semoga kasus yang viral da-

lam sebulan terakhir bisa menjadi

pembelajaran bagi kita.  ❑

*) Dr Edy Purwo Saputro , Dosen

Pascasarjana di Universitas

Muhammadiyah Solo

Pasal TPG Hilang dalam RUU Sisdiknas?

Edy Purwo Saputro 

Pembukaan Porda XVI DIY 2022

berlangsung di Sleman meriah dan ter-

megah.

-- Wah dan tidak murah.

***

Pemda DIY dan Pemkab Trenggalek

Jawa Timur merajut ulang budaya

Mataram.

-- Rajutan benang emas.

***

Layanan cetak mandiri KTP elektronik

di Kota Yogya menunggu sinkronisasi.

-- Sampai kapan?

Harta, Kuasa dan Asmara

ISU menghilangnya pasal terkait

tunjangan profesi guru (TPG) dalam

Rancangan Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasionl (RUU Sisdiknas)

cukup meresahkan dunia pendidikan

terutama para guru dan dosen. Bah-

kan, dalam menyikapi masalah ini, sa-

lah satu organisasi profesi guru meng-

undang zoom meeting secara nasional

untuk agitasi merapatkan barisan. 

Benarkah pasal terkait TPG hilang

dalam RUU sisdiknas tersebut? Ada

dua hal yang harus dipahami untuk

mengurai permasalahan tersebut.

Pertama, melihatnya dari segi

kekhususan hukum . Kedua, meni-

liknya dari segi konten materi yang

terdapat dalam RUU tersebut.

Dua Hal

Pertama, menilik dari domain

kekhususan (lex spesialis) bahwa

terminologi TPG secara eksplisit

diatur dalam Undang-Undang No-

mor 14 tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen. Regulasi turunannya

dari Peraturan Pemeritah, Per-

aturan Presiden, hingga Peraturan

Menteri. Dengan demikian tidak

ada keharusan bagi undang-undang

lainódalam hal ini RUU Sisdiknas—

untuk mengakomodasi terminologi

teknis TPG tersebut. Hal ini dipete-

gas dalam pasal 148 dan 149 RUU

Sisdiknas.

Pasal 148 RUU Sisdiknas menye-

butkan bahwa ketika RUU tersebut di-

undangkan maka semua peraturan

perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari UU No.

14/2005 tentang Guru dan Dosen di-

nyatakan masih tetap berlaku sepan-

jang tidak bertentangan dengan un-

dang-undang ini (Sisdiknas). 

Kedua, menilik dari konten materi

terkait penghasilan guru (TPG) yaitu

pasal 145 RUU Sisdiknas yang terdiri

atas dua ayat. Ayat (1) berbunyi: Setiap

guru dan dosen yang telah menerima

tunjangan profesi, tunjangan khusus,

dan/atau tunjangan kehormatan yang

diatur dalam Undang Undang Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen sebelum Undang-Undang ini di-

undangkan, tetap menerima tunjang-

an tersebut sepanjang masih meme-

nuhi persyaratan sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan.

Ayat ini cukup jelas karena ketika

nantinya RUU ini diundangkan maka

akan menjadi aturan induk/lex ge-

neralis menggantikan UU No. 14/2005

tentang Guru dan Dosen. 

Ayat (2) RUU Sisdiknas berbunyi: Se-

tiap guru dan dosen selain guru dan do-

sen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menerima besaran penghasilan/-

pengupahan paling sedikit sama de-

ngan penghasilan/pengupahan yang

diterima  saat Undang-Undang ini di-

undangkan sepanjang masih meme-

nuhi persyaratan sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, guru dan dosen yang belum

tersertifikasi akan menerima tambah-

an penghasilan paling sedikit sama (1

kali) dengan penghasilan/pengupahan

yang diterima. Guru/ dosen yang tergo-

long kategori ini adalah mereka yang

baru secara kepegawaian maupun ti-

dak memenuhi ketentuan jam mini-

mal. 

Pembacaan pasal 145 ayat (2) terse-

but selanjutnya memberikan tafsir pa-

da ayat (1) secara lebih lanjut terkait

besaran tunjangan bagi guru dan

dosen yang telah bersertifikat profes-

sional. Berapa besaran tunjangan bagi

guru dan dosen pada ayat (1)? 

Angin Segar

RUU Sisdiknas ini cukup mem-

berikan angin segar bagi para guru

dan dosen. Karena akan memberikan

penghasilan yang layak. Namun re-

daksionalnya perlu diperjelas terkait

besaran tunjangan yang akan dibe-

rikan negara kepada profesional pen-

didik di negeri ini.  Keberadaan atur-

an pelaksana di bawah undang-un-

dang yang lebih rigid diperlukan un-

tuk lebih memberikan kepastian

hukum.

Dari segi kepegawaian, ketentuan

dalam ayat (2) ini memunculkan

masalah baru jika dihadapkan pada

status kepegawaian di luar PNS kare-

na akan sulit menentukan standar

kualifikasinya. Dan nampaknya ke-

tentuan ini diperuntukkan hanya ba-

gi kepegawaian berstatus PNS saja

kecuali pemerintah membuat regula-

si terkait sistem rekrutmen pegawai

baru pada instansi non-negeri.  ❑
*)  Joko Triyatno SPd SH MPd,

Guru SMAN 1 Galur Kulonprogo

Joko TriyatnoReformasi Kalurahan
SABTU 3 September 2022 hari

ini genap 10 tahun pemberlakuan

Undang Undang Nomor 13 Tahun

2012 tentang Keistimiwaan Dae-

rah Istimewa Yogyakarta (UUK

DIY) yang ditandatangani oleh

Presiden pada 31 Agustus 2012.

Beberapa tema atau topik terkait

Keistimewaan DIY telah muncul

dari berbagai kegiatan dalam pe-

ringatan Satu Dasawarsa UUK

DIY.

Dari beberapa topik yang dimun-

culkan oleh berbagai pihak, peny-

ataan Gubrnur DIY Sri Sultan Ha-

mengku Buwono X merupakan

salah satu topik yang menarik un-

tuk disimak, yakni Reformasi Kalu-

rahan. Dalam acara Sapa Aruh di

Bangsal Kepatihan, Rabu (31/8)

lalu, Gubernur DIY menegaskan

arti penting reformasi kalurahan.

Reformasi tersebut sangat penting

agar 46 kelurahan dan 392 kalura-

han di DIY menjadi pusat pertum-

buhan ekonomi, sosial dan bu-

daya.

Menurutnya, jika potensi keung-

gulan dilancarkan dari kalurahan,

maka kalurahan akan menjadi

sentra pertumbuhan sekaligus

menjadi ujung depan pemberan-

tasan kemiskinan. Konsep terse-

but juga relevan untuk mengaksel-

erasi pembangunan kalurahan da-

lam mengejar kemajuan perko-

taan. Sebab, sumber potensinya

ada di kalurahan. Semua bermua-

ra pada reformasi kalurahan seba-

gai basis keistimewaan DIY. 

Ditegaskan pula oleh Sri Sultan,

Pemda DIY juga berkomitmen

mewujudkan kalurahan sebagai

patrap Tri Muka yang menjadikan

kalurahan sebagai arena demo-

krasi politik dan ekonomi lokal. Itu

merupakan wujud kedaulatan poli-

tik dan kedaulatan ekonomi. Kalu-

rahan juga berperan dalam pem-

berdayaan masyarakat melalui ak-

tualisasi pengetahuan kolektif war-

ganya.

Reformasi yang dilakukan di

tingkat kalurahan, tandas Gube-

rnur DIY, dapat direalisasikan me-

lalui pengembangan beragam pro-

gram yang dimiliki. Masing-masing

kalurahan bisa menggunakan

danais dalam mengembangkan

kalurahan, selain dana desa. Ta-

nah kas desa dapat disewa untuk

pengembangan usaha, dengan

menggunakan danais. Misalnya

untuk pengembangan sektor per-

tanian. Dengan demikian bantuan

danais untuk menyewa lahan, se-

hingga APBDes terus bertambah.

Sultan juga menjelaskan, saat

ini sudah ada 10 kalurahan yang

menjadi percontohan. Diharapkan

kalurahan-kalurahan lain juga me-

niru 10 kalurahan percontohan da-

lam pemanfaatan danais untuk

pemberdayaan masyarakat. Se-

puluh kalurahan percomtohan di-

maksud, di antaranya Breksi, Man-

gunan, Nglanggeran, dan Ge-

dangsari.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY

Drs K Baskara Aji juga mengung-

kapkan, pada prinsipnya Gubernur

bisa mendorong kalurahan dari

dua hal. Pertama dari bantuan

Gubernur kedua lewat Bantuan

Khusus Keistimewaan (BKK). Ke

depan, seluruh kalurahan di DIY

akan mendapatkan BKK. Seperti

diungkapkan Gubernur, dana yang

disalurkan ke kalurahan seharus-

nya dimanfaatkan untuk investasi,

bukan hanya konsumsi.

Peluang masyarakat meman-

faatkan tanah kas desa untuk

mengembangkan usaha sudah

dibuka oleh Gubernur DIY. Tinggal

bagaiamana kesiapan Lurah dan

Penrangkat Kalurahan mengimle-

mentasikan dhawuh Sri Sultan

Hamengku Buwono. Setelah ada

Peraturan Gubernur DIY Nomor

25 Tahun 2019 tentang Pedoman

kelebagaan Urusan keistimewaan

pada Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Kalurahan, tentunya akan

segera terbit kebijakan tentang re-

formasi kalurahan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan ma-

syarakat.

Gubernur DIY juga telah mene-

gaskan bahwa keistimewaan da-

pat berperan sebagai moderator

antara nilai-nilai budaya yang telah

tersemai di masyarakat, untuk se-

lanjutnya dipertemukan dengan ni-

lai-nilai baru melalui pembelajaran.

Semua itu selaras dengan greget

Mangasah Mingising Budi. Begitu

pula dengan sosial-ekonomi, perlu

menilik peran budaya sebagai so-

lusi pengentasan kemiskinan, ke-

senjangan sosial dan permasalah-

an yang terjadi di kalurahan.

Momentum satu dasawarsa

UUK DIY tentunya juga menjadi pa-

yung hukum yang benar-benar is-

timewa untuk masyarakat dan pe-

merintah kalurahan. Kita tunggu sa-

ja realisasi reformasi kalurahan. ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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Ayo Jangan Ketinggalan Vaksinasi Booster 
PANDEMI covid-19 melandai,

ternyata juga bahyak yang belum

mengikuti vaksinasi booster I.

Padahal, pemerintah bahkan su-

dah membuat sinyal akan hadirnya

vaksinasi booster kedua. Beberapa

kalangan malah sudan melak-

sanakan vaksinasi booster kedua. 

Meski demikian, setelah meng-

ikuti vaksinasi I dan II, masih ba-

nyak yang belum mendaftar vaksi-

nasi booster I, bahkan merasa

abai. Merasa bila pandemic telah

melandai dan sudah duakali vaksi-

nasi, sehingga enggan melaksa-

nakan vaksinasi booster I. Memang

ada yang abai, ada yang takut

apalagi banyak kisah dampak sam-

pingnya yang sakit luar biasa dan

juga ada karena malas mengikuti.

Namun kini Kementrian Perhu-

bungan telah menerapkan vaksi-

nasi booster  menjadi salah satu

syarat perjalanan transportasi

umum. Sehingga banyak penum-

pang KA dari Stasiun Tugu Yogya

gagal berangkat. Karena vaksinasi

ketiga atau vaksinasi booster telah

menjadi persyaratan untuk sarana

transportasi terutama untuk jarak

jauh kereta api. Karena itu ayo ja-

ngan ketinggalan vaksinasi boost-

er. Janganlah abai, jangan malas

dan jangan takut untuk mengikuti

vaksinasi booster I dan II nanti. Ini

menjamin keselamatan kita sendiri

juga.   ❑

Fariza, Minomartani


